
Mcngingat . 1. Undang-ll11dani:: Norn11r lb Tahun lCJ:,O ten: ru 
Pcrnbcntukcn Dacral- dacrah, Kota Bcsar dal ... 11 

lingkungan Provinsi , <J,,·a Timur, .Iowa Tengan, ,J,1w;"t 
Baral dan Daerah lsr-rnr-w-i Yogynkarra: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.1 u-ntang Kt 111111g,111 
Negara (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia TahLII': .!UO 3 
Nnrnnr -17, Tambnhnn Lembo a n Negal'a F.:c•pul1i" 
lndoricsia Nomor 42EIG): 

.1. Undaug-Undaug Nomor Tahun '.:!004 tentnn 
Perbendaharaan Negara ll.cmbaran i\cgarn Re-publik 
lndonestn Tal 1111 2004 Nnrnor 5. Tambahun t.embarau 
Nl"~nr<J Ri>publik lndonesla Noruor 4.1~:it; 

.q. Undang-Undang Xcmor 15 Tahun 2004 tcut.u: 
Peuu-nksuun Pt)ngelol:wn dun Tanggung .Jawnb KP11a11 ,111 
.-kga1a ti. ... mbaran Nc·g,,rn Rt•p ibhk Indonesia Taln111 ..?I Ol 
;\11111HJr 66, Ta111lial1a11 l.ernb.n an Nq4ara l~t·1, 1l1lik 
lndont-sra Noiuor 14ot11; 

Merumbang a. bahwa dalarn rangka rnengakomodir prosedur 
penatausahaan keuangan daerah clan ierkait dcnuan 
pelaksanaan Anggaran Per.dapatan clan Belanja Dar-rah, 
maka Pernturan Walikor a S,·marang Nornor 4 Tahun 2017 
icrrtang Sistern clan Prosedur Penruausahaan Kcuangan 
Daerah Kata S<'martmj'! perlu ditinjau kembah. 

b. bahwa berdasarkan pertirnoangan sebagaiarnan dimaksud 
pada huruf a, rnaka perlu menerbukan Perauuan Wahkrna 
Semarang tentang Perubahan Peraruran Walikut.i 
Semarang Nornor -'1 Tahu.i 2017 Tcruang 81s1<·m Dan 
Prosedur Penatausahaan Keuangan Dacrah Korn 
Sc rnarang. 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisterr; 
Pcrcncanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tarnbaha.; 
Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntan , 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbare:: 
Negara Republik Indonesia Nornor 5589) sebagatmar.­ 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undar.r­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcd: .... 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrar., 
Pernermtahan Daerah (Lernbaran Negara Repu : .: : 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan t<'mb::·· 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 te-n: ; :. 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusar ::;:.:· 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repuc;.: 
Indonesia Tahun 200'1 Nornor 126, Tarnbahan Lembsr '; 
Negara Republik lridonesra Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pa:;,~: 
Daerah dan Retribusi Daera.h [Lembaran Negara Tar., 
2009 Nornor 130. Tambahan Lembaran Negara :'\on:--:· 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten.a»; 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lcrnbar a:'; 
Negara Tahun 20! 1 Nomor 82, Tarnbahan Lemba:.,:· 
Negara Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 1cn:;,,;~:­ 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembara-: 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4~. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4502); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentanz 
Pinjaman Daerah [l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 teutang 
Dana Perirnbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4575): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentana 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138. Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcntang 
Hibah Kepada Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 139, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578): 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawabo n Bcndahara serta penvampainuuva. 



(I) Penerbitan dan pengajuan dokumcn SPP-UP clila.kukan oleh 
Beridahara Pengeluaran/Bcndahara Pengeluaran Pcmbanru 1.111111k 
mernperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah 
dalarn rangka pengisian uang persediaan. 

(2) Pcnerbitan dan Pengajuan dok.umen SPP-UP sebagairuana dirnaksud 
dalam ayat ( 1) dapat dilakukan oleh Benda hara Pengeluaran 
Pernbantu 'unruk memperoleh persetujuan KPA melalui PPK Pcrangkar 
Daerah dalarn rangka pengisian uang persediaan di khususkan uruuk 

Pasal24 

Paragraf J 

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 

.Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Ta hun 
2017 tentang Sistern dao Prosedur Penarausahaan Keuangan Daerah Kora 
Semarang (Benta Daerah Kota Semarang Nomor '-1) diubah scbagai berrkut: 
1. Ketentuan huruf c ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SE::'1,!ARANG TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURA'.'\ WALIKOTA SEMARJ\N<i 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENATAUSAHAAN KEUANGA'.11 D . .\ERAH KOTA SEMARANG 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Memeri Dalam xegen ,omor :3 -;-.;:· .. :. _ 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dac ra .. 
scbagaimana telah diubah dengan Peraruran xlenrc: 
Dalarn Ncgeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang perubahar 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negen Nomor . 
Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Krua::ti 
Daerah: 

J 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik ln(!-:: · 
Nomor 53 Tahun 201 l Tentang Pernbentukar; :::- - 
Hukurn Daerah sebagaimana telah dirubah bcb- :-.,: .· : 
rerak hir dengan Peraturan Menteri Dalam j'\e~c-· ·, · ::. 
80 t.a.hun 2015; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l-l T1::. : .:. · :-· 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan :'Ile:··-~ ::> .• -­ 
Negeri Nom01· 32 Tahun 2011 tc1~1.:c::.;: .• ., · :::., · 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ·.·c:.:-::; :::::-:·~ .. :r .. ce :: 
dari Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daere '; 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : : T?:-.• .. n 200n 
tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerac dan scbagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Dacra r Ko:« Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahe n i.,;as Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor l l Ta:Lt: .2006 tenrang 
Pengelolaan Keuangan Daerah jLemi:mra:1 Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 5. Tarnoahan Lcmbaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 831. 



(1) Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh 
persetujuan dari PA/K.PA melalui PPK Perarigkat Daerah dalam rangka 
GU. 

(2) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-GU sebagairnana dimaksud 
dalam ayat ( 11 dapat dilakukan oleh Benda hara Pengcluaran 
Pembantu untuk memperoleh persetujuan KPA melalui PPK Perangkat 
Daerah dalarn rangka pengisian ganti uang persediaan dikhususkan 
untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, U11it Pelaksana Teknis pada 
Dinas Pendidikan, Tarnan Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan 
Belajar , Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas], clan Bagian pada 
Sekretariar Daerah scrta Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pendidikan pada Perangkai Daerah yang berkaitan dengan Pckcrjaan 
Umum 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat ( l) terdiri atas 
a. Surat pengantar SPP-GU; 
b. Ringkasan SPP-GU; 
c. Rincian pertanggungjawaban penggunaan SP2D-UP/GU 

sebelurnnya; 
d. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 
e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Tangguugjawab 

Mutlak dari PA/KPA 

Pasal 25 

Paragraf2 
Surat Perrnintaan Pernbayaran Gan ti Uang Persediaan 

2. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi 
sebagai berikut: 

Sekolah Mcnengah Pertama Negeri, UPTD Dinas Pcndidikan, Taman 
Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kcgiatan Belajar, Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesrnas), dan Bagian pada Sekretariat Daerah sertn 
UPTD pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pekerjaan 
Umum. 

(3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun 
anggaran rnaksimal J /IO dari total pagu anggaran belanja SKPIJ 
(setelah di kurangi belanja gaji, belanja modal dan/atau belanja 
lainnya yang di-LS-kan). 

(4) SPP-UP dipergunakan utk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD; 
{5) Pengajuan UP hanya dilakukan sckali dalam setahun tanpa 

pernbebanan pada kode rekening bclanja tertentu, 
(6) Pengajuan UP tidak dapat digunakan untuk pernbayaran langsung. 
(7) Dokumen SPP-UP sebagaimane dimaksud pada ayat (l) r.erdm atas: 

a. surai pengantar SPP-UP; 
b. rlngkasan SPP-UP; 
c. surat pemya taan tanggu ng jaw ah dari PA/KPA; 
d. Jampiran lain yang diperlukan. 

(8) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melirnpahkan 
sebagian Zseluruhnya uang persediaan yang dikelola.nya kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu unruk kelancaran pelaksanaan 
kegiaran setelah mendapatkan persetujuan dari PA. 



( l) Penerbitan dan pengajuan dokwnen SPP-TU dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK Perangkat Dacrah 
dalam rangka tarnbahan uang persediaan, 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagairnana dirnaksud 
dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pernbantu untuk rnernperoleh persetujuan KPA melalui PPK Perangkat 
Daerah dalam rangka pengisian uang persediaan di khususkan uruuk 
Sekolah Menengah Pertama Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Pendidikan, Taman Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan 
Belajar, Pu sat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Bagian pado 
Sekretariat Daerah serta Unit Pelayarian Teknis Dinas pada Perangka: 
Daerah yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum. 

(3) Penerbitan dan pengajuan doku men SPP TU sebagairnana pada :.i,~-­ 
(1) apabila terdapat kebutuhan bclanja yang sifatnya mcndcs ... -: 
da.n/atau bantuan sosial yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.00'• - 
(lima juta rupiah) per penerima. 

(4) Kebutuhan belanja yang sifarnya mendesak sebagaimana dirnaksu ! 
pada ayat (3) harm, memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelurnnya: 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; clan 
c. berada di luar kendali dan pengaruh pernerintah daerah;dan 
d. kebijakan pernerintah pusal/ pemerintah daerah (termasuk usulan 

tertulis Walikota/WakiJ Walikota). 
(51 Pengajuan SPP-TU selain harus memenuhi kriteria sebagairnana 

dimaksud pada ayat (4) juga harus memenuhi syarat bahwa SP,J 
UP /GU sudah dipertanggungjawaban tepat waktu. 

(6) Batas jurnlah pengajuan SPP TU harus mendapat perserujuan da-i 
PPKD dengan mernperhatikan rincian keburuhan dan waktu 
penggunaan. 

PasaJ 26 

Paragraf 3 
Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan 

3. .Ketentuan huruf d ayar ( 10) Pasal 26 diubah, sehingga PasaJ 26 berbunyi 
sebagai berikut: 

f. Lampiran lain yang diperlukan, seperti Surat Keptn.us.an \\'aliko:.:; 
teruang penunjukan PA dan Bendahara Pengeluaran. photocopy 
rekening Bank SKPD bersangkutan dan specimen tanda tangan. 

g. Surat Keterangan dari Bidang Asct yang menyatakan bahwa 
barang sudah lcrcgislcr clalam Sistem Manajernen Pengelolaan 
Ba rang Milik Daerah (SIMBADA) 

(4) Ganti uang persediaan dapat dilakukan jika SPP-UP maupun SPP-GU 
periode sebclumnya telah dipcnanggungjawabkan minimal 60°/o (enam 
puluh per seratus}. 

(5) Pengajuan SPP-GU dapat dilakukan beberapa kah dalarn saru hulan. 
(6) Pengajuan SPP-GU dilakukan dcngan pernbebanan pada kodc 

rekening pcrtanggungjawaban belanja UP/GU periode scbelurnnya 
atau SPJ UP /GU belanja periode sebelumnya. 

(7) Pengajuan SPP-GU tera.khir diJakukan paling lam bat tanggal IO 
Desernbcr. 



( l] PPTI< menyiapkan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan .Jasa 
untuk disarnpaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengajuan permintaan 
pernbayaran langsung. 

(2) Penyarnpaian dokumen SPP- LS Pengadaan Barang dan Jasa oleh 
PPTK kepada Bendabara Pengeluaran Pernbantu sebagaimana avat 
( J) dikhususkan untuk Sekolah Mcncngah Perrama Negcri, Unit 
Pclaksana Teknis Dinas pada Dinas Pcndidikan. Tamar. Kanak­ 
kanak Ncgcri. Sanagar Kegiatar; Bt>!t1·r-·· ?·:;."· , -- . · · 

Pasal 30 

4. Ketentuan huruf h, huruf i, huruf j, huruf I, huruf n ayal 14) Pasal 30 
diubah , da n huruf k ayat (4) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut: 

(7) SP,J aras tambahan uang (TU) paling lambat disampaikan l bulan (30 
hari kalcnder) terhitung sejak ierbit SP2D-TU diterbitkan. 

(8) SPJ aias tarnbahan uang (TU) yang diajukan pada bulan Desembei 
paling lambar disampalkan 31 Desernber. 

(9) SPJ atas Tarnbahau Uang (TU) scbagairnana dimaksud pada avar (71 
dan ayat (8) termasuk penyeloran sisa TU ke RKUD. 

( LO) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdin atas: 
a. surat Pengantar SPP-TU; 
b. ringkasan SPP-TU; 
c. rincian Rencana Penggunaan TU; 
d. sural pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 
e. surat keterangan yang mcrnuat penjelasan kebutuhan dan waktu 

penggunaan tambahan uang pcrsediaan: dan 
r. lampiran lainnya. 

( 11) Dokumen SPP·TU sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I 0) huruf e 
dapat berupa surat pernyataan dan PA dan/arau J<PA yang 
menyatakan bahwa kegiatan yang diajukan benar-benar perintah 
lisan dari WaJlkota dan/ata.u Wakil Walikota. 

(12) Batas jumlah pcngajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari 
PPKD dengan mernperhatikan rincian kebumhan dan waktu 
penggunaan. 

(13) Pengajuan SPP-TlJ dilakukan paling lambat tanggaJ 15 Dcsernber. 
(1·4) Pengajuan pengeluaran dalam rangka belanja tak terduga-tanggap 

darurat, diajukan dengan mekanisme SPP·TU. 
( 15) Pengajuan SPP- TU belanja tak tcrduga-tanggap darurat scbagaimana 

dimaksud pada ayat (14), dokurnen kelengkapannya terdiri atas: 
a. surat pernyataan status darurat bencana oleh Wnlikota; 
b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) diajukan oleh PPKD yang 

telah dihitung olch Perangkat Daerah teknis terkait; 
c. SK Penunjukan KPA belanja tak terduga-tanggap darurat 

berdasarkan surat usulan dari Perangkat Daerah pemakai: 
d. Pcrmohonan pencairan dana belanja tak terduga-tanggap 

darurat: 
e. berita acara serah terirna bclanja dana belanja tak rerduga­ 

tanggap darurat; 
f. kuitansi (A2); clan 
g. lampiran lainnya. 

(16) Batas wakru pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13) dikccualikan dari ayat (7). 



Masyarakat (Puskesmas). dan Bagian pada Sekretariat Daerab serta 
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang bcrkaitan 
Pekerjaan Umurn. 

(3) Dokurnen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) terdiri alas: 
a. Surat pengantar SPP-LS; 
b. Ringkasan SPP-LS; 
c. Rincian SPP-1.,S; dan 
d. Iampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (31 huruf d antara lain terdiri atas: 
a. salinan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah tcknis terkait 

[apabila ada]; 
b. SSP disertai Iaktur pajak (PPN dan PPb) atau dokumen yang 

d ipersamakan; 
c. surai perjanjian kerjasarnaj'kontrak antara PA/KPA dengan pihak 

ketiga serta mencanturnkan nomor rckening bank pihak ketiga; 
d. berita acara serah terima hasil pekerjaan (BAST); 
e. surat keterangan dari Bidang Aset yang menyatakan bahwa 

barang sudah teregister dalam Sistem Manajemcn Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (SIMBADA); 

f. berira acara pernbayaran; 
g. tanda bukli perjanjian terdiri atas: 

l. bukti pembelian; 
2. kuitansi; 
3. Surat Perintah Kerja (SPK): dan 
4. surat perjanjian. 

h, bukti pernbelian sebagaimana dimaksud pada huruf g angka I. 
diguuakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai 
dengan Rp, 10 000 000 (sepuluh juta rupiah); 

i. kuitansi sebagairnana dirnaksud pada huruf g angka 2. 
digunakan untuk untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya 
sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah); 

j. SPK sebagimana dimaksud pada huruf g angka 3, digunakan 
untuk pengadaan barangj'pekerjaan kontruksr/ jasa lainnya 
dengan niJai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

k. dihapus; 
I. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4. 

digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa 
lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai di aras 
Rp.:'i0.000.000.- (Hrna puluh juta rupiah); 

m. buku pembelian sebagaimana dirnaksud pada buruf g angka 
antara lain terdiri atas nota. faktur, dan sejenisnya: 

n. dalarn hal pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
huruf i bernilai di atas Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh nbu 
rupiah) juga dilengkapi dengan bukti pembelian/kuitansr 
bermaterai cukup; 

o. surai jaminan bank atau yang dipersarnakan yang dikeluarkan 
oleh bank atau lernbaga keuangan non bank; 

p. dokurnen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yung 
dananya sebagian atau seluruhnya bersurnber dari pencrusan 
pinjaman/hibah luar negeri; 

p. surat angkutan atau kunosemen apabila penaadaan baranz 
clilnksanakan di luar w1lm a!' keria: 



q. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pc:,:-:-~. aar; 
dart PP Korn dan PPTK apabila pekerjaan ir.,··· ... , · "':1~: 
keterlarn batan; 

r. Iotn/buku/dokurnentasl tingkat kemajuan/ pen::.,.·,:,.".;c;:1 
pekerjaan; 

s. pernbayaran BPJS (Sadan Pengelola .Jarninar: ;::,r,.:,. 
Kctenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentua: 
berlaku/surat pernberrrahuan BPJS Ketenagakerjaan]: 

t. bcrita acara serah terirna pertarna (PHO·Physical Honrt C, ~ 
untuk pekerjaan konstruksi, ber ita acara scrah tcrima kcdu. 
(FHO-Final Hand Over) apabila pekerjaan telah selesai menjalan. 
rnasa pemeliharaan; 

u. berita acara pemeriksaan laporan awal, laporan antara dan 
laporan akhir urituk pekerjaan konsultansi; 

v, pencairan termin pertarna kegiatan fisik harus melampirkan Ijin 
Mendrrikan Bangunan (]MB); 

w. kegiat.an fisik yang menggunakan Galian C wajib melampirkan 
tarida lunas Pajak Galian C pada setiap termin pernbayaran yang 
dilakukan; 

x. perusahaan/rekanan yang berdomisili di Kora Semarang 
melampirkan tanda Junas Pajak Reklame.dan 

y. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 
menggu naka n biaya pcrsonil ( billing rate), berita acara prestasi 
kcmajuan pekerjaan dilarnpiri dengan bukti kehadiran dari 
tenaga konsultan sesuai pentahapan wa.ktu pekcrjaan dan buku 
penycwaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran 
lainnya berdasarkan rincian daJam surat penawaran. 

(5) untuk jaminan perneliharaan (retensi) pengadaan barang dan JaS3 
berupa potongan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak 
yang akan dipotong dari pernbayaran terrnin terakhir, yang akan 
dicairkan/diambil oleh pihak ketiga pada sctelab berakhirnya rnasa 
pemeliharaan. 

(6) jaminan pemeliharaao (retensi) berupa potongan sebesar 5% [lirna 
per seratus] sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan 
Tanda Penyetoran Vang (TPUI, 

(7) kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakari sesuai dengan 
peruntukannya. 

(8) dalam haJ kelengkapan dokurnen yang diajukan sebagarrnana 
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap. Bcndahara 
Pengeluaran/Bcndahara Pengeluaran Pembantu mengernbalikan 
dokumen SPP-LS pengadaan bararig dan jasa kepada PPTK untuk 
dilengkapi. 

(9) Khusus untuk penyampaian SPP-LS dalarn rangka pernbayarau 
jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, dilampm dengan: 
a. surat jarninan uang muka asli: 
b. surat kuasa ash bernaterai cukup dari PPK Perangkat Dacrah 

kepada Kuasa BUD untuk mencairkan jarninan uang rnuka: dun 
c. surai konfirrnasi asli dari pirnpinan penerbit jarninan uang muka 

sesuai Peraturan Presiden mengeoai pengadaan barang/jasa 
pernerintah. 

(10) khusus untuk penyarnpaian SPP-LS dalarn rangka pcmbayaran 
jarninan pelaksariaan atas perjanjian/kontrak. dilarnpiri dengan: 
a. surat jaminan pelaksanaan asli: 
b. surat kuasa asli berrnaterai cukup dari PPK Pcrangkal Daerah 

kepada Kuasa BUD UJ1tuk mencairkan Jami nan 
pelaksanaan;dan 



(1) Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan SPP-LS bunga. 
subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan kcuangan 
adalah sebagai berikut: 
a. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang mengatur 

mengenai Pedoman Pelaksanaan Belanja Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; 

b. DPA Perangkat Daerah; 
c. SPP-LS dan dokurnen SPP-LS,yang terdiri atas: 

l . surat pengantar SPP-LS; 
2. ringkasan SPP-LS; 
3. rincian SPP-LS: 
4. larnpiran SPP-LS, yang terdiri atas: 

a) bunga, dokurnen kelengkapannya terdiri atas: 
1) hasil rekonsiliasi dengan pcmerintah pusat rnengenai 

bunga utang; dan 
2) Iarnpiran lainnya. 

b] hibab. dokurnen kelengkapannya terdiri atas: 
1) Keputusan Walikota tentang penetapan daftar 

penerirna Hibah: 

Pasal 34 

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, schingga Pasal 34 berbunyi sebagai bcrikut, 

(l) Pengajuan SPP-LS dilakukan paling lambat tanggal 15 Descmber. 
(la) Oalam hal pengajuan SPP-LS melebihi tanggal 15 Dcsernber 

dilengkapi dengan ijin Walikota; 
(2) Dalarn hal ada pengajuan pengeluaran SPP-LS untuk pcrnbayaran 

honorarium/insentif/pekerjaan rut:in berkelanjutan (bukan tahun 
jama.k) yang secara definitif belum selesai melaksanakan pekerjaan 
namun dalam pengajuan SPP-LS berkenaan diasumsikan telah 
defirntif maka dilampiri dengan dokumen surat pernyataan yang 
berisikan pemyataan bahwa: 
a. Akan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana semestinya sesuai 

kaidah/peraturan tertentu. 
b. Akan mengembalikan/diperhitungkan/diperkurangkan dengan 

yang akan diterima pada periode berikumya jika tidak memenuhi 
sebagairnana dimaksud butir a. 

Pasal 31 

5. Diantara ayat (l) dan ayat (2) pasal 31 disisipkan 1 [satu] ayat yakni ayat 
(la), sehingga pasal 31 berbunyi: 

c. sura t konfirmasi asli dari pimpinan pencrbit jarninan 
pclaksanaan sesuai Pcraturan Presiden mcngenai pengadacn 
barang/jasa pemermtah. 

( 11) Benda hara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan SPP-LS sebagaimana dirnaksud pada ayat 11) kepada 
PA/KPA setclah ditandatangani oleh PPTI< guna memperolch 
persctujuan PA/KPA mclalui PPK Perangkat Daerah. 



Dokumcn yang diguriakan dalam prosedur pengajuan SPP-1..S 
pengeluaran pembiayaan-pembentukan dana cadangan adalah sebagai 
berikut: 
a. DPA; 
b. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

Pasal 39 

7. Ketentuan huruf a angka 4 huruf a Pasal 39 diubah. sehingga pasal 39 
berbunyi scbagai berikut: 

2) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian hiba; 
berupa uang atau bukti serah tenma barang aras 
pernberian hibah berupa barang/berita acara scrah 
terirna uang [berrnateraij j'Ku itausi bcrrnaterai cukup 
yang ditanda tangani olch penerima hibah: 

3) sural permohonan pencairan dari Perangkat Daera.h 
aelaku pengclola dan Zatau surat permohonan transfer 
dari Perangkat Daerah pengelola yang dilarnpiri 
rekening bank penerirna; 

4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk 
pernberian Hibah: 

5) Pakta lntegritas dari penerima / surat pernyataan 
tanggung jawab dari pencrima sebagaimana ierlarupir 
dalarn peraturan walikota ini; 

6) surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dari 
penerima;dan 

7) larnpiran lainnya. 
c) bantuan sosial, dokumen kelengkapannya terdiri atas: 

I) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosiaJ/SK Walikota tentang 
penetapan daftar penerima banruan sosial: 

2) bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian 
banruan sosial berupa uang atau bukti serah tenma 
barang atas pemberian bantuan sosial bcrupa 
barang/berita acara serah terirna uang 
(bermaterail/kuitansi berrnaterai cukup yang ditand» 
tangani oleh penerima bantuan sosial, 

3) surat pennohonan pencairan dan Perangkat Daerah 
selaku pengelola dan/atau Surat Perrnohonan transfer 
dari Perangkat Daerah pengelola yang dilarnpm 
rekening bank penerima;dan 

4) lampiran la.innya. 
d) subsidi, dokumen kelengkapannya terdiri atas: 

(1) Peraturan Walikota tentang pembcrian subsidi; 
(2) SK Walikola tentang pernberian subsidi 
(3) basil audit BPK atas laporan keuangan entuas yang 

diberi subsidi; 
(4) hasil kajian tim internal mengenai alokasi pembenan 

subsidi; 
(SJ surat bukti penerimaan/kwtansi;dan 
(6) lampirnn lainnya. 

(2) dalarn hal bantuan sosial berupa uang yang rulainya sampai dengan 
Rp.5.000.000,- (lima juta n .. ipiah] per penenma, pcncairannya dapai 
dilakukan melalui mekanisrne Tam bah Uang (TU). 



{l) Dokumen kelengkapan SPM-UP yang diajukan kepada Kuasa BUD 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 terdiri atas: 
a. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 
b. surat pengesahan pertanggungjawaban fungsional Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Desember 
tahun sebelurnnya: 

c. berira acara rekcnsiliasi Berrdahara Pengcluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dengan Bidang Akuntansi 

d. lampiran lainnya. 
(2) Dokumen kelengkapan SPM-GU yang diajukan kepada Kuasa BUD 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 terdiri atas: 
a. surnt pengcsahan pertanggungjawaban Iungsional Bendahara 

Pcnge luaran j'Bendahara Pe ngeluaran Pembantu periodc 
sebelurnnya 

b. surat pcrnyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 
c. surat keterangan dari bidang aset yang menyatakan bahwa 

barang sudah teregister dalam Sistem Manajemen Pengelolaan 
Bararig Milik Daerah (SIMBADA); dan 

d. Iampuan Iainnya. 
(3) Dokurncn kelerigkapan SPM-TU yang diajukan kepada Kuasa BUD 

sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 44 terdiri atas: 
a. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 
b. rincian rencana pcnggunaan TU; 
c. lampiran lainnya 

(4) Lampiran lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf o 
dapat berupa surat pernyataan dan PA/KPA yang menyatakan 
bahwa kegiatan yang drajukan beriar-benar perintah lisan clan 
Walikota/Wakil Walikota. 

(5) Dokumen kelengkapan SPM-L,S pernbayaran gaji dan tunjangan serta 
penghastlan lainnya yang diajukan kepada Kuasa BUD sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 44 terdiri atas: 
a. daftar gaji darn serta penghasilan Lainnya: 
b. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA; 

bl. SSP PPh pasal 21 atau dokumen yang dtpersamakan: dan 
c. larnpiran lainnya. 

8. Ketentuan pasal 4 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

c. peraturan dacrah yang mengatur mengenai dana cadangan 
d. SPP-1.,S dan dokurnen SPP-LS,yang terdiri atas: 

1. surat pengantar SPP-LS; 
2. ringkasan SPP-LS; 
3. rincian SPP-LS: 
4. lampiran SPP-LS. vang rerdiri atas: 

a) surat pernyataan tanggungjawab dart pcnerirna dann 
cadangan sebagaimana terlampir peraturan walikota ini; 

bl surat perrnohonan pencarran; 
c) bukti penerimaan {A2 dan kuitansi bermaterai); 
d) pakta irncgritas bermaterai dari penerirna dana cadangan: 

dan 
e] larnpiran lainnya. 

Pasal 45 



(6) Dokumen kelengkapan SPM-LS jcnis belanja pegawai pada kelornpok 
belanja langsung yang diajukan kepada Kuasa BUD scbagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 44 terdiri atas: 
a. SK pengangkatan pegawai/tenaga pernbantu Walikota atau SK 

PA/KPA tcrhadap kegiatan terkait; 
b. daftar nama pihak yang mcnerima yang ditandarangani olch 

Bendahara Pengeluaran/Bcndahara Pengcluaran Pembanlu don 
PA/KPA; 

c. SSP PPh pasal 21 atau dokumen yang dipersamakan; dan 
d. lamprran lainnya, 

(7) Dokumea kelengkapan SPM-LS pembayaran operasional Rukun 
Tetangga/Rukun Warga atau petugas pemantau jurnantik atau 
sejenisnya pada kelompok belanja langsung yang cliajukan kepada 
Kuasa BUD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas: 
a. SK camar/Iurah: 
b. dafrar nama pihak yang menerirna yang ditandatangani oleh 

Bcndahara Pengeluaran/ Benda hara Pengeluaran Pernbantu dan 
P.A/KPA; 

c. persyaratan lainnya yang dianggap perlu. 
(8) Dokumen kelengkapan SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang 

diajukan kepada Kuasa BUD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 44 
terdiri atas: 
a. ringkasan kontrak 
b. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA 
c. lampiran lainnya. 

(9) Dokurnen kelengkapan SPM-LS bunga, subsidi, hibah, bantuan 
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan yang diajukan kepada 
Kuasa BUD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44 rerdiri aras: 
a. buriga , dokumen kelengkapannya terdiri atas: 

1. hasil rekonsiliasi dengan pemcrintah pusat rnengenai bunga 
utang; dan 

2. lampiran lairmya. 
b. hibah, dokumen kelengkapannya terdiri atas: 

1. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerirna 
hibah/SK Walikota tentang penetapan daftar penerirna hibah: 

2. bukti transfer /penyerahan uang atas pemberian hibah berupa 
uang atau bukti serah terima barang atas pemberiao hibah 
berupa barang/berita acara serab terima uang 
(bermaterail/kuitansr berrnaterai cukup yang ditanda tangarn 
oleh penerima hibah; 

3. surar permobonan pencairan dari Perangkat Daerah selaku 
pengelola dan/ a tau surat perrnohonan transfer dari Perangkat 
Daerah pengelola yang dilampiri rekening bank penerirna: 

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah !NPHD) untuk pernber ian 
hibah: 

5. pakta integritas dari penerima/sura1 pcrnyataan tanggung 
jawab dari penerirna; 

6. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dari 
penerima;dan 

7. larnpiran lainnya. 
c. bantuan sosial, dokumcn kelengkapannya terdiri atas: 

l. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penenma 
ban tuan sosia I; 

2. bukti transfer/penyerahan uang atas pernbcrian banruan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pcmberian banruan sosial berupa barang/berita. acara scrah 



teri ma uang [berrnaterai] / kuitansi bermaierai cukup y;;. :1;: 
ditanda tangani oleh penerima bant.uan sosial; 

3. surat permohonan pencalran dari Perangkat Daerah selaku 
pengelola dan/atau surat permohonan transfer dari Pcranakar 
Daerah pengelola yang dilampiri rekening bank pcnerima.dan 

4. larnpiran lainnya. 
d. subsidi, dokurnen kelengkapannya tcrdiri atas: 

l. Peraruran Walikota tentang pernberian subsidr; 
2. SK Walikota tentang pernbcrian subsidi, 
3. hasil audit BPK atas laporan keuangan entitas yang dibc:': 

subsidi; 
4. hasil kajian um internal mengcnai alokasi pemberian subsidr: 
5. surat bukti penerimaan/kuiransi;dan 
6. Iampiran lainnya. 

(10) Dokumcn kelengkapan SPM-LS belanja bantuan keuangan unruk 
partai politik yang diajukan kepada Kuasa BUD sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(l l ] Dokurnen kelengkapan SPM-LS Belanja Tidak Terduga-Pernbayaran 
Pengembalian Pcndapatan yang diajukan kepada Kuasa BUD 
sebagaimana dJmaksud dalam Pasal 44 terdiri atas: 
a. DPA: 
b. surat perrnohonan pengembalian dari Wajib Pajak (WP)/Wajib 

Retribusi (WR) atau penerima kuasa; 
c. nomor rekening bank penerirna Wajib Pajak (WP}/Wajib Retribusi 

(WR) a.tau penerirna kuasa; 
d. kuitansi; 
e. berita acara penghitungan pengembaJian dari PPKD/ Perangkat 

Daerah yang membidangi: 
f. bukti setor asli yang telah dibayarkan sebelumnya:dan 
g. hasil perneriksaan atas Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) jika 

dipcrlukan: 
h. larnpiran Jainnya. 

(12) Dokumen kelengkapan SPM-LS pengeluaran pernbiayaan 
pernbayaran pokok ut.ang yang diajukan kepada Kuasa BUD 
sebagairnana dimaksud dalarn pasal 44 terdiri atas: 
a. DPA; 
b. hasil rekonsiliasi dengan pusat mengenai utang; dan 
c. lampiran lainnya 

(13) Dokumcn kelengkapan SPM-LS pengeluaran pernbiayaan penyertaan 
modal Pemerintah Daerah yang diajukan kepada Kuasa BUD 
sebagairnana dima.ksud. dalam pasal 44 terdiri atas: 
a. DPA: 
b. surat pennohonan mengenai pencairan dana penyertaan modal 

dad BUMN /BUMD kepada Walikota melaJui Perangkat Daerah 
pengampu; 

c. surat perjanjian penyertaan modal; 
d. kuitansi berrneterai; 
e. pakta integritas berrnaterai dari penerima penyertaan modal; 
f. berita acara serah terima dana penyertaan modal; dan 
g. lampiran lainnya. 

{ 141 Dokurncn kelengkapan SPM-LS Pengeluaran Pernbiayaau- 
Pernbentukan Dana Cadangan yang diajukan kcpada Kuasa BL'O 
sebagaiman.a dirnaksud dalarn PasaJ 44 terdiri atas: 
a. DPA; 



(l) Kuasa BVD hanya meneliti dokumen kelengkapan dokumen SPM 
yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak 
melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Substan si validitas kebenaran dokumcn kelengkapan SPM 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab 
sepenuhnya PA/KPA. 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-lJP tcrdiri 
atas: 
a. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA sebagaimana 

terlampir daJam Lampiran Peraruran Walikota ini; 
b. surat pengesahan pertanggungjawaban fungsional Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengcluarau Pernbantu bulan Desernber 
tahuri sebelumnya; 

c. berrta acara rekonsiliasi Bendahara Pcngeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dengan Bidang Akuntansi: dan 

d. larnpiran Iainnya. 
(4) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU terdm 

atas: 
a. surat pengesahan pertanggungjawaban Iungsional Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu penodc 
sebclumnya; 

b. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA. sebagaimana 
terlarnpir dalarn Larnpiran Peraturan Walikota ini; dan 

c. surat keterangan dari bidang aset yang menyatakan bahwa 
barang sudah teregister dalam Sistern Manajemen Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (SJMBADAJ; 

d. larnpiran lainnya. 
15) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU terdiri 

atas: 
a. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA. sebagaimana 

terlarnpir dalam l.arnpiran Peraturan Walikota ini; 
b. rincian rencana penggunaan TU: 
c. rincran realisasi pcnggunaan TU;dan 
d. larnpiran Jalnnya. 

(6) Kelengkapan dokurncn SPM-LS pembayaran gaji dan tunjaogan sorta 
penghasilan lainnya untuk penerbitan SP2D-LS pembayaran gaji dan 
tunjangan serta penghasilan Iainnya terdiri atas: 
a. daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; 
b. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA. sebagairnana 

terlarnpir dalam Larnpirari Peraturan Walikota ini: 
c. SSP PPh pasal 21 atau clokumcn yang dipersarnakan: d:u- 

Pasal 47 

9. Ketenruan pasal 47 drubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

b. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Dana Cadangan: 
c. surat pernyataan ianggungjawab dari Penerima Dana Cadangan. 
d. surat permohonan pencairan; 
e. bukti penerimaan (A2 dan kuitansi bcrmarcral): 
f. pakta integritas bermaterai dari Penerirna Dana Cadangan: dun 
g. lamprran lainnya. 



d. larnpiran Jainnya. 
(7) Kelengkapan dokurnen SPM-LS belanja pegawai pada kelornpok 

bclanja Iangsung unruk penerbitan SP2D-LS belanja pegawai pada 
kelornpok bclanja Langsung tcrdiri atas: 
a. SK pengangkatan pegawai/tenaga pembantu Walikota atau 

Keputusan PA/KP,'\ terhadap kegiatan terkait; 
b. daflar nama pihak yang mcnerima yang ditandatangani oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pernbantu dan 
PA/KPA; 

c. SSP PPh pasal 21 atau dokumen yang dipersamakan;dan 
d. lampiran lainnya. 

(8) Kelengkapan dokurnen SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa untuk 
penerbitan SP2D-LS Pengadaan Ba rang da.n Jasa terdiri atas: 
a .. ringkasan kontrak; 
b. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/ KPA, sebagaimanu 

terlampir dalarn Lampiran Peraturan Walikota ini ; dan 
c. lampiran lainnya, 

(9) Kelengkapan dokumen SPM-LS bunga, subsidi, hibah, bantuan 
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan unruk perierbitan SP2D-LS 
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan 
keuangan terdiri atas: 
a. bunga, dokurnen kelengkapannya terdiri atas: 

1. hasil rekonsiliasi dengan pemerintah pusat mengenai bunga 
utang; dan 

2. larnpiran Jainnya. 
b. hibah, dokurnen kelengkapannya terdiri atas: 

l. Keputu.san Walikota tentang penetapan daftar pcnerirna 
hibah/SK Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah: 

2. bukti transfer/penyeraban uang atas pemberian hibab berupa 
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah 
berupa barang/berita acara serah terima uang 
(bermaterai)/kuitansi berrnaterai cukup yang ditanda tangani 
oleh penerirna hibah; 

3. surat pennohonan pencairan dari Perangkat Daerah selaku 
pengelola dan/atau surat permohonan transfer dari Pcrangkat 
Daerah pengelola yang dilampiri rekening bank pcncrirna: 

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHDJ untuk pemberian 
bibah; 

5. pakta Integritas dari penerima/ surat pernyataan t anggung 
jawab dari penerirna sebagaimana terlampir dalarn perat uran 
walikota ini: 

6. surat pernyaraan tidak terjadi konllik internal dan 
penerima.dan 

7. lampiran lainnya. 
c. Bantuan Sosial, dokurnen keleogkapa.nnya terdiri atas: 

1. Keputusan kepala daerah tentang penetapa:n daftar penerrrna 
bantuan sosial/SK Walikota tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial: 

2. bukti transfer/ penyerahan uang atas pernberian bantuan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pernberian banruan sosial berupa barang/berita acara serah 
terirna uang (bermaterai)/kuilansi bermaterai cukup yang 
ditanda tangani oleh penerirna bantuan sosial: 

3. surat perrnohonan pencatran dari Perangkat Daerah selaku 
pcngelola dan,/atau sural perrnohcnan transfer dari Perangkat 
Daerah pengelola yang dilampiri rekening bank penertma.dan 



4. lampiran lainnya. 
d. subaidi. dokumcn kelcngkapannya terdiri atas: 

l. Peraturan Walikota tentang pernberian subsidi; 
2. SI< Walikota ientang pemberian subsidi; 
3. hasil audit BPK atas laporan keuangan entitas yang diber r 

subsidi: 
4. hasil kajian tim internal meugenai alokasi pernberian subsidi 
5. surat bukti penerirnaari/Icuitansi.dan 
6. lampiran lainnya. 

(10) Kelengkapan dokurnen SPM-LS belanja bantuan kcuangan untuk 
partai politik untuk penerbitan SP2D-L.S belanja bantuan keuangan 
untuk partai politik sesuai dengan peraruran perundang-undangan 
yang berlaku. 

(11) Kelengkapan dokumen SPM-LS Belanja Tidak Terduga-Pembayaran 
Pengembalian Pendapatan untuk penerbitan SP2D-LS Belanja Tidak 
Terduga-Pcmbayaran Pengembalian Pendapatan terdiri alas: 
a. DPA; 
b. surat perrnohonan pengembalian dari Wajib Pajak (WP)/Waj1b 

Retribusi (WR) atau penerima kuasa; 
c. nornor rekening bank pencrima Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi 

(WRI atau penerirna kuasa; 
cl. kuitansi; 
e. berita acara pcnghitungan pengernbalian dari PPKD/SKPD yang 

mem bidangi: 
f. bukti setor asli yang telah dibayarkan sebelurnnya: 
g. hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP) /Wajib Retribusi (WR) 

jika diperlukan; 
h , SK Walikota tentang penetapan pengembalian pendapatan; 
i. dalarn ha! jurnlah pengembalian peridapatan kurang dari sampai 

dengan Rp-5.000.000,-(Jima juta rupiah) ditetapkan dengan 
Ketetapan PPKD / Perangkar Daerah: dan 

J. lampiran lainnya. 
(12) Kelengkapan dokumen SPM-LS pengeluaran pembiayaan 

pembayara:n pokok utang untuk penerbitan SP2D-LS pengeluaran 
pernbiayaan-pernbayaran pokok utang tcrdiri atas: 
a. DPA, 
b. hasil rckonsiliasi dengan pusar mengenai hutang;dan 
c. lampiran lainnya 

( 131 Kelengkapan dokumen SPM-LS pengeluaran pembiayaan penyertaan 
modal Pemerintah Daerab untuk penerbitan SP2D-LS pengeluaran 
pembiayaan penyertaan modal Pcmcrintah Daerah terdiri atas: 
a. DPA: 
b. surat permohonan mengenai pencairan dana penyertaan modal 

dari BUMN/BUMD kepada Walikota melalui Perangkat Daerah 
pengampu; 

c. surat perjanjian penyertaan modal; 
d. kuitansi bermeterai; 
e. pakta integritas berrnaterai dan penerima penyertaan modal; 
f. berit a acara serah terirna dana penyertaan modal,dan 
g. lamprr an lainnya. 

(14) Dalarn hal dokumen SPM sebugaimana dirnaksud pada ayat {I) 
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. 

( l5) Dalam hal dokumen SPM sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) 
dinyatakan tidak lengkap dan/atau ndak sah dan/atau pengeluaran 
tersebut melarnpaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak 
menerbitkan SP2D. 



SERITA DAER.AH KOTA SEMARANG T:\HUN 2017 NO MOR 

Diundangknn di Semarang 
Pada tanggal 
SEKRETAR!S DAERAH KOTA SEMARANG 

ADITR~O 

Dirctapkan di Semarang 
Pada tanggal ' 

Agar sct iap orang mcngetahulnya, memcriutahkau pcngundangan Pcranrrnu 
Wnliknta ini rh.ngan penernpatannya dalam Berita Dacrah. 

Pernmran Wahkot a rm rnulal br-rlaku padn 1angg.1l drunrlangkan. 

Pasal II 

10. Ki-tenluan Lampirnn 8 IX diubah dengnn pr-rubnhnn Sl•bng:11 1,•rt-:"111tL1m 
dalarn Larnpiran Peraturan Walikota ini: 



Informasi: (t,oak me11gurang, 1un1tan pembayaran SP2D) 

No. Uraian Jumlah I Keterangan <Rol 
1. PPN 
z, Setoran Pa1ak Hotel dan Restor.m 
3. PPhPasal7.l ' 
4. PPh Pasal 2Z 

... 
5. Pl'h Pasal 23 
6. PPh Pasal 4 Aval 2 -- 7. ! uran Ast-ek I -- -----~ Jumlah i 

~T>;:ci vonti U!ho\··orkan 
Jumlah tang Dlmlnta .. Ro . .... . . 
Jumlah Potonnan Ro .. 
}Ul1Va!: J,?,17!) 0,'t',i,y,?r ir.,y; Rp .................. ,- 
Uang Sejumlah; ' ' .... .................................. ... .,. , .. , .. .. .. . ......... ... ... ... , .. ,., '"' .. ... ,, '·-··· ············· 

Lembar I: Bank Yang Ditunjuk .... ...... tar99a1 
Lembar 2: Pengguna Anqgaran/t<uasa Pengguna Anggaran Beodahara Umum Daer11h/ 
tcrnber J: Arsip Kuasa BUD Kuasa Bendahara Umum naeran 
t.emuar 4: Pihak Ketlga •, 

(tanda tang(lO) 
(•l!!ma lengkao) 

NlP. - 

~--------·----'J"'u"'m"'l"'a"'h-'-----------------·- 

S. Denda 

Keterangan 
R 

Uralan (No. Rekenlng) No. 

~--·- --·· Nomor. 
PEMERINTAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KOTA SEMARANG (SP2D) 

·-- Nomor SPM : Dari : Kuasa BUD 
Tanggal : Tahun An99"ran ....... .. 
Sl<PD : 

Bank/ Pos : ............. - .... ··········································-···-·····"'" 
Hend3klah mencairl<an / meminclahbukukan c!arl ook, Rel<enlng Nomor ···- 
Uano sebessr Rn. , lterbili1fla: •.. . .. .. ) -· IY.11bmlj 

Xepada : 
NPWP : 
No. Rekenirig Bank : 
Bank/Po, 
K~erluan Untuk : 

lk"'.1!,:,m)J JUMLAH 
NO KOO! Rl!KENING URAIAN !Roi 

J 2 - 3 •I 

Jumlah 
Potongan-potongan: I 

I Jumlah 

1. Format SP20 

LAMPIRAN 
PERATIJRAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR TAHUN 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SISTE'vl OAN 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN OAERAH 
KOTA SEMARANG 



(nama lengkap} 
NIP. 

(tanda tangan) 

Bendahara Umum Daerah/ 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

........... , tanggal.. . 

NomorSP20 Jumlah SP2D 
(Rp) 

No. Tanggal ! LS I Uraian LS Urut 
UP GU TU ! Barang i UP GU TU Barang I Gajl & Jasa i GaJT & Jan 

I 2 3 ! 4 5 -. i I ' ·-- 
! 
I ' - I 

i ' 
i I 
' ' 

I 
! 
I 

---· 
I 

' I I . 
j i I ! ! - 

• I j 

: 
I 

--- --·- -----L 
; i I I 

' I . 
I 

j 

I I ! - I ! I : I i 
i ! I . 

! I 1 
• ' 1 ' ' . ; 

• ; I : ·. 

I I i i ' I 
I Jumlah I I I I I 1 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
REGISTER SP2D 

2. Register SP2D 



(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Bendahara Umum Daerah/ 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Demikian disampaikan, ates kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

3. 

2. 

L 

tanggal . . . . . . . . .. .. .. .. . . 20. .... dikembalikan karena tidak memenuhl svarar untuk diproses. 

Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

Persediaan/Ganti ssrsarna ini terlarnpir Surat Perintah Mernbayar Uang 

Uang(fambahan Uang/Langsung (SPM-UP/GU(fU/LS) Saudara Nomor: 

: Pengernbahan SPM 

Norn or 
Lampi ran 
Perihal 

di- 

Kepada vth. 
Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran/PPKD 

Semarang, tanggal .... 

PEMERlNTAH KOTA SEMARANG 
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D 

3. Format Surat Penolakan SP2D 



(nama lenqkao) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Bendahara Umum Daerahf 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

............ , tanggal . 

Halaman· ... . 
Jun1lah 

No. Tanggol& Nomor Uraian 
(Roi 

Ket:erangan 
Urul Nonu»· SPM 

UP/GU/TU LS 

l 2 3 4 s 6 7 

I 

1 

Jumlah 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP20 

4. Register Surat Penolakan Penerbitan SP20 



(Nama Jelas) 
NIP. 

{Nama Jelas} 
NIP. 

(Tanda Tangan) (Tenda Tangan) 

Kuasa BUD PPKD Selaku BUD 

••••••••• r tanggal . Mengetahui: 

Rp .. 
Rp . 
Rp . 

Kas di Bendahara Umum Daerah Rp . 
( dengan huruf) 
terdiri oan: 
a. Tunai 
b. Saldo Bank 
c. Surat Berharga 

Kode ' 
No. Tang gal Uraian Penerimaan Pengeluaran Sal do ' Rekeninq 

' l - --, 
' 1 
; ' l -1 
! 
I -- 
' ' 

: ! ; I -- . j 

-1 
I 

I 
i 

I i - - - 
Jumlah i I 

I 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
BUKU KAS PENERIMANAN DAN PENGELUARAN 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

5. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 



"Sesuai peruntukannya 

NIP. 

. , 20 .. 
Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka kami siap 
bertanggung jawab. 

Dernikian surat pernyataan iru dibuat dengan sebenar­ 
benarnya. 

3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal Materiil terhadap dokumen­ 
dokumen kelengkapan pengajuan perrnintaan pembayaran ini. 

2. Jumlah Uang sebagaimana tersebut di at.as tidak akan 
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 
rnenurur ketenruan dapat dibayarkan / dilakukan dengan 
mekanisrne UP/GU/TU/LS*. 

.Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
J. Jumlah Vang yang diminta akan dipergunakan untuk kepcrluan 

beban belanja sebagaimana tercantum dalam Daftar Pelaksanaan 
Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), sesuai SPM 
Nomor tanggal. 20.... untuk Pernbayaran 
................. pada Kegiatan dengan \okasi dana sebesar 
Rp ( ). 

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran .Jabatan 

NIP 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN/KOASA 
PENGGUNA ANGGARAN 

Nomor : . 

6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 



HEt:t•PAP ~ r H.G.C I 

:.;..:=·. !11 , ... · ...... 

:Vfaterai/tld 

Yang Mcmbuat Pernyataan 

Dalam rangkn pclaksannnn kegiatan yang dibiayai duri dana 

hibnh dcngan Hu menvatakan bahwa sava : 
1. udak akan rnclakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): 
2. akan rnelaporkan kepada pihak vang berwajib ' berwcnang apabila 

rncnac tah ii ada rndikasi Korupsr. Kolu si clan :-.:cpom,mc• (KKN) 
dalarn proses pelaksariaan krg1atan yang dih ayat dari dana hibah 
11'1 i; 

:i. nkan rncnggunakan dana hibah sesuai dengan ~1s1.1la11 proposal 
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ser-.a 
pelnksanaanuva akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang 
Nornor XX>: Tahuri 20:xx tcntang Tata Carn Pcnganggaran. 
Pelaksauaau dan Periatausa! aa .11 Pcrran!krrunruawaban dan 
Pclaporan sorta Moniroring dan Evaluasi Hibah dan Banruan 
SosiaJ yang Bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah clan peraturan perundang-undangan: 

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan 
dana Hibah yang kami terima dari Pemcrrutah Kr ta Semarang. 

5. apabila saya mclanggar hal- nal yang telah saya nyaiakan dalam 
Pakta lntearitas mi, sava bersedia dikenakar sanksi sesuai dengan 
peraruran perundang-uudangan Dcrrnkian pernyatuan ini dibuar 
dcngnn scbcuar bcnarnya dan pcnuh 'llill'..trlm~ jawab 

f3cr1inclak unruk : 

No trk-uut as KTP • 

Alaruat 

Sn\'~1 va11g bcrtandn rnngan dibawah ini . 

N111t1,1 

PAKT/\ !NTEGRITJ\S PH:NI.J:l<!IM1\ HIBAH 

7. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA H113AH 

20xx SC'm :i rang, 


